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LKD memegang peranan penting dalam pembangunan desa yang berbasis 
pemberdayaan, pemerintah desa tidak dapat bekerja sendiri dalam menata dan 
membangun kesejahteraan desa melainkan perlu dukungan dari berbagai pihak 
terutama LKD berupa keterlibatan atau partisipasinya dalam setiap kegiatan pemerintah 
desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan LKD yang ada di desa Sunda 
Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Sebelum mendeskripsikan peranan LKD, terlebih 
dahulu diuraikan LKD apa saja yang ada di desa Sunda Kelapa. Peranan LKD diartikan 
dengan apa yang dilakukan LKD terkait tugasnya sebagai mitra pemerintah desa, yang 
meliputi: 1) Melakukan pemberdayaan masyarakat desa, 
2) Keikutsertaan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dengan 
mengusulkan program dan kegiatan kepada pemerintah desa, dan 3) Meningkatkan 
pelayanan masyarakat Desa. Tugas LKD tersebut didasarkan pada Permendagri Nomor 
18 tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tehnik analisis data 
interaktif. Secara umum, peranan LKD yang ada di Desa Sunda Kelapa cukup baik, 
baik dalam memberdayakan masyarakat dalam hal ini paling tidak anggota LKD itu 
sendiri, partisipasinya dalam proses pembangunan desa yang dimulai dari perencanaan 
hingga pelaksanaannya, serta selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik 
kepada anggota maupun kepada masyarakat secara umum. Hanya beberapa LKD yang 
kurang berperan terutama pada proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 
desa, yaitu Posyandu dan kelompok lansia. Hal ini bisa dimaklumi mengingat 
keterbatasan fisik yang dimiliki dari kedua kelompok LKD tersebut. 
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APBDea : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
LAD : Lembaga Adat Desa 
LKD : Lembaga Kemasyarakatan Desa 
LPM : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
P2LK : Pemberdayaan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa 
Perda : Peraturan Daerah 
Perdes : Peraturan Desa 
 
Permendagri : Peraturan Menteri Dalam Negeri 
 
PKK : Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 
RKPDes : Rencana Kegiatan Pemerintah Desa 
RT : Rukun Tetangga 







1.1 Latar Belakang 
 
Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) merupakan mitra bagi pemerintah desa 
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa baik dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat maupun, pembangunan, dan pemberdayaan mayarakat. LKD menjadi wadah 
bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kegiatan pemerintahan desa 
termasuk kegiatan pembangunan desa. Pembentukan LKD juga dapat disesuaikan dengan 
kebutuhan desa, yang tentunya tetap harus mengacu pada peraturan perrundangan yang 
berlaku. Selain mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, LKD 
juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 tahun 2018 
Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Dalam pelaksanaan 
permendagri tersebut, pemerintah daerah dapat membentuk Peraturan Daerah (Perda). 
Isu strategis yang berkembang saat ini adalah terkait dengan melemahnya fungsi 
LKD yang mengakibatkan tersumbatnya saluran aspirasi masyarakat, terjadinya konflik 
sosial dan budaya maupun memudarnya adat istiadat. Kedepan diperlukan 
program/kegiatan yang mampu menjadi pendorong/menstimulasi untuk menguatkan 
kembali kemandirian masyarakat dan desa. Bentuk kegiatan Penataan dan Pemberdayaan 
Lembaga Kemasyarakatan diharapkan dapat memulihkan situasi sinergis hubungan 
pemerintahan desa dengan masyarakat dalam pelayanan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan komitmen 
dari pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota dalam pengutan kapasitas dan 
kemandirian desa. (http://dpmd.jatimprov.go.id/programunggulan/binapemdes) 
Mengingat pentingnya keberadaan LKD untuk mencapai tujuan pembangunan 
kemandirian desa maka dipandang perlu mengoptimalkan peran dan fungsi LKD di desa. 
Pengoptimalan peran dan fungsi LKD dapat dilakukan dengan penataan dan pemberdayaan 
LKD. Beberapa wilayah di Indonesia telah menyadari akan hal ini dan telah mengambil 
langkah-langkah untuk mewujudkan hal tersebut. Beberapa wilayah telah merancang 
program kebijakan percepatan pembangunan desa dengan Perberdayaan dan Penataan 
Lembaga Kemasyarakatan Desa (P2LKD) seperti di Provinsi Jawa Timur. 
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Pemerintah juga dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak demi tercapainya 
program-program tersebut. Dan tidak kalah pentingnya adalah adanya kesadaran dari 
masyarakat sebagai anggota atau penggerak dari LKD itu sendiri. Sekeras apapun 
pemerintah memfasilitasi berbagai kebutuhan kalau LKD nya sendiri tidak punya kemauan 
dan keinginan bekerjakeras, maka pemberdayaan dan penaan tersebut juga akan sulit di 
capai. 
Berdasarkan penelitian Nursanty dan Loesida Reoliana (2019) yang 
mengidentifikasi keberadaan dan aktivitas/kegiatan LKD di Desa Sidorejo Kabupaten 
Bengkulu Tengah, diketahui bahwa eksistensi LKD hanya sebatas mengikuti pertemuan-
pertemuan yang diselenggarakan oleh kepala desa, belum ada aktivitas yang diprakarsai 
oleh LKD itu sendiri. Untuk karang taruna kegiatan rutin yang dilakukan adalah dalam 
bidang olah raga dan perayaan 17 Agustus-an serta even-even seperti pemilu. Selain LKD 
karang taruna, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Pemberdayaan Kesejahteraan 
Keluarga (PKK), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), di Desa Sidorejo juga 
terdapat lembaga bentukan masyakat yaitu Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani 
(Gapoktan), jumlah kelompok tani yang terbentuk cukup banyak, ada 12 kelompok tani 
dan dua Gapoktan. Aktivitasnya cukup memberikan manfaat bagi petani di Desa Sidorejo 
karena Gapoktan menbentuk kelompok simpan pinjam peralatan dan pupuk serta 
pembasmi hama bagi petani baik yang tergabung dalam kelompok tani maupun yang tidak. 
Selain itu juga terdapat beberapa kelompok bentukan yang aktivitasnya lebih kepada 
mempererat silaturahmi dan keagamaan seperti Remaja Masjid (Risma), kelompok 
pengajian. Selain itu juga ada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang usahanya adalah 
menyewaan tenda. Melihat keberadaan LKD yang cukup banyak tersebut, seharusnya 
menjadi potensi bagi desa untuk lebih digerakkan lagi ke arah yang lebih luas. 
Beberapa kegiatan lainnya yang pernah dilakukan oleh tim peneliti juga 
memfokuskan pada pembinaan LKD seperti PKK dan Karang Taruna. Rata-rata 
persoalannya adalah sama, melemahnya fungsi LKD yang disebabkan oleh beberapa hal, 
diantaranya adalah tidak diberinya kesempatan dan/atau fasilitas oleh pemerintah desa 
dalam berbagai kegiatan pemerintahan desa seperti tidak dilibatkan dalam penyusunan 
perencanaan pembangunan desa atau dilibatkan hanya sebatas formalitas saja, sehingga 
tidak mempunyai kesempatan menyampaikan aspirasi mewakili LKD-nya masing-masing. 
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Jika melihat latar belakang penduduk desa Sunda Kelapa yang merupakan daerah 
transmigrasi dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi, Bali, dan beberapa daerah lainnya, 
tentunya berpengaruh pada kultur atau kebiasaan yang berbeda-beda. Disinilah pentingnya 
bagaimana menyatukan perbedaan-perbedaan tersebut dalam suatu wadah agar dapat 
berjalan beriringan untuk membangun desa. Salah satu wadah tersebut berupa LKD, selain 
untuk menyatukan juga berfungsi untuk menyamakan tujuan serta wadah untuk 
berpartisipasi dalam pembangunan desa. 
Kelompok PKK yang merupakan salah satu LKD di Desa Sunda Kelapa, 
mempunyai prestasi yang cukup baik karena sering menjuarai perlombaan tingkat 
Kabupaten Bengkulu Tengah. Diantaranya menjuarai administrasi PKK terbaik pada tahun 
2011, selain itu juga beberapa kali menjuarai lomba senam bagi lansia pada tahun 2011 
dan 2012. Dan tercatat ada beberapa prestasi lain yang dicapai oleh desa seperti 




1.2 Rumusan Masalah 
 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jelas mengamanatkan bahwa 
LKD menjadi mitra pemerintah desa dalam rangka pembangunan desa untuk mewujudkan 
kemandirian desa. Bagaimanakah peranan LKD sebagai mitra pemerintah desa dalam 
pembangunan desa di tengah isu yang berkembang saat ini bahwa fungsi LKD melemah 







2.1 Konsep Peranan 
 
Menurut Soekanto (2012) peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), 
dimana peranan dan kedudukan saling tergantung satu sama lain. Pada saat seseorang 
melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang tersebut 
telah menjalankan peranannya. 
Dalam menjalankan peranannya, individu membutuhkan fasilitas-fasilitas yang 
disediakan oleh masyarakat, dan yang paling banyak menyediakan fasilitas-fasilitas dan 
peluang untuk melaksanakan peranan tersebut adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan. 
Dalam berinteraksi secara sosial ada kecenderungan pemahaman bahwa kedudukan 
dipandang jauh lebih penting dari pada peranan, sehingga ada ketimpangan. Hubungan 
yang timpang tersebut lebih cenderung mementingkan bahwa suatu pihak hanya 
mempunyai hak, sedangkan pihak lain hanya mempunyai kewajiban semata. 
Lebih lanjut, Soekanto juga menjelaskan bahwa peranan mencakup 3 (tiga) hal, 
yaitu: 
 
1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 
tempat seseorang di dalam masyarakat 
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 
individu dalam masyarakat sebagai organisasi 
3. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 
struktur sosial masyarakat. 
 
 
2.2 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) 
 
Regulasi terkait LKD diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
Tentang Desa dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan 
Desa dan Lembaga Adat Desa. LKD merupakan wadah partisipasi masyarakat, sebagai 
mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan 
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dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa, hal ini 
sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga 
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. 
Permendagri tersebut tentunya menjabarkan apa yang diamanatkan dalam 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Tujuan dari Undang-Undang 
tersebut diarahkan untuk pembangunan dari desa, masyarakat desa bukan hanya sebagai 
sasaran dari pembangunan tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan itu sendiri, yang 
pada akhirnya akan mewujudkan kemandirian desa. Untuk mewujudkan hal tersebut 
tentunya diperlukan kerjasama berbagai pihak dan berbagai tingkatan, mulai dari 
pemerintah pusat dan daerah yang memfasilitasi berbagai hal yang dibutuhkan dan 
pemerintah desa itu sendiri yang harus punya komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan 
tersebut. Pemerintah desa tentunya tidak dapat bekerja sendiri, dibutuhkan kerjasama dari 
semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan LKD dimaksimalkan supaya dapat 
berperan sebagai mitra pemerintah desa dalam pembangunan desa. Desa mendayagunakan 
LKD yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, 
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan 
masyarakat desa. 
Beberapa hal yang menegaskan kedudukan LKD dalam pembangunan desa yang 
tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah bahwa LKD 
merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa, dan LKD 
bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan 
melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Lebih lanjut 
dalam Undang-Undang tersebut juga ditegaskan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan 
yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota, dan lembaga non-pemerintah wajib memberdayakan dan 
mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa. 
Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga 
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, menjabarkan tentang pengaturan LKD 
dan LAD yang ada di desa. LKD perlu diatur dan ditata sesuai dengan fungsi dan daya 
gunanya. Pengaturan tersebut meliputi: 
1. Mendudukkan fungsi LKD dan LAD sebagai mitra pemerintah desa dalam 
meningkatkan partisipasi masyarakat; 
6  
2. Mendayagunakan LKD dan LAD dalam proses pembangunan desa; dan 
 
3. Menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa. 
 
Jenis-jenis LKD yang dibentuk berdasarkan Permendagri dan dapat dibentuk 
berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) adalah Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), 
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu 
(Posyandu), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Selain LKD tersebut 
pemerintah desa dan masyarakat desa dapat membentuk LKD lain sesuai dengan 
perkembangan dan kebutuhan. Pembentukan dan penetapan LKD dilakukan atas 
prakarsa pemerintah desa dan masyarakat melalui musyawarah mufakat dan ditetapkan 
dengan Peraturan Desa (Perdes). Pembentukan LKD juga berdasarkan pertimbangan 
bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan 
tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga lain yang 
sudah ada. 
Setiap LKD memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Secara umum, tugas dan 
fungsi LKD dijelaskan dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga 
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Sebagaimana dikutip oleh Soemantri 
(2011), yang menjabarkan tugas LKD: menyusun rencana pembangunan secara partisipatif; 
melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan 
pembangunan secara partisipatif; menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong 
royong, dan swadaya masyarakat; menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat 
dalam rangka pemberdayaan masyarakat. 
Soemantri juga menjelaskan bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut, LKD 
mempunyai fungsi: penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam 
pembangunan; penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam 
kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; peningkatan kualitas dan 
percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; penyusunan rencana, pelaksanaan, 
pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; 
penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong 
masyarakat; pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan pemberdayaan 
hak politik masyarakat 
Pada intinya, tugas dan fungsi tersebut ditetapkan untuk mewujudkan 
pembangunan dan demokratis, transparan, dan untuk mendorong, memotivasi, serta 
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menciptakan akses bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan pembangunan 
sehingga terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Semakin baik pelaksanaan tugas dan 
fungsi LKD tersebut maka akan semakin cepat terwujudnya cita-cita pembangunan karena 
aktivitas pembangunannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh desa yang 
direpresentasikan melalui kebutuhan-kebutuhan dan produktivitas LKD. LKD yang 
berperan menjadi faktor pendukung terwujudnya kemandirian desa. 
Secara sederhana, Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga 
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa menjelaskan mengenai tugas LKD, yaitu 
sebagai berikut: 
1. melakukan pemberdayaan masyarakat desa 
 
2. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dengan 
mengusulkan program dan kegiatan kepada pemerintah desa 
3. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa 
 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas LKD memiliki fungsi; 
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; menanamkan dan memupuk rasa 
persatuan dan kesatuan masyarakat; meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan 
Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa; menyusun rencana, melaksanakan, 
mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif; 
menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta 
gotong royong masyarakat; meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia. 
 
 
2.3 Pemberdayaan Desa 
 
Konsep pembangunan yang diusung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
adalah pembangunan dari desa. Membangun kemandirian desa menjadi desa yang maju 
dan berdaya merupakan tujuan utama dari Undang-Undang tentang desa tersebut. Oleh 
karena itu, berbagai konsekuensi timbul terkait dengan tujuan tersebut, pemerintah harus 
menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan. Desa dituntut untuk lebih berkarya dan 
berinovasi dengan memanfaatkan berbagai fasilitas-fasilitas yang telah disediakan. Desa 
dan masyarakatnya sudah bukan lagi hanya sebagai sasaran 
8  
pembangunan sebagaimana konsep pembangunan yang dijalankan sebelum 
diundangkannya Undang-Undang tentang desa yang baru pada tahun 2014. Desa sudah 
menjadi perencana dan pelaksana dari pembangunan itu sendiri atau dengan kata lain 
sebagai aktor dan penentu pembangunan. 
Jika dikaitkan dengan konsep pemberdayaan masyarakat, sebagaimana teori yang 
dikemukakan oleh Chambers yang dikutip oleh Mardikanto dan Poerwoko Soebiato (2015), 
bahwa konsep pembangunan yang baru saat ini bersifat people-centered, participatory, 
empowering, and sustainable. Konsep pembangunan ini menjadi lebih luas dibandingkan 
dengan konsep pembangunan yang lama, dimana konsep pembangunan yang baru tidak 
hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar tetapi menciptakan mekanisme untuk mencegah 
penurunan tingkat kesejahteraan atau kemiskinan. Maka konsep pembanguna dengan 
pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan jangka panjang, bukan hanya memenuhi 
kebutuhan jangka pendek (saat sekarang) melainkan juga menyiapkan jaminan 
terpenuhinya kebutuhan dimasa yang akan datang. Masyarakat desa yang berdaya tentunya 
akan berujung pada penciptaan lembaga dan sistem pelayanan diri, oleh dan untuk 
masyarakat, dan pada akhirnya masyarakat desa yang berdaya akan berujung pada 
berdayanya desa secara keseluruhan. 
Permendagri tentang LKD dan konsep pembangunan menurut Mardikanto 
sebagaimana yang dijelaskan di atas, memiliki persamaan sudut pandang mengenai 
pembangunan yaitu pembangunan yang berbasis pemberdayaan. Pemberdayaan bermakna 
memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk mengkaji kebutuhan, masalah, dan peluang 
pembangunan serta menemu kenali solusi yang tepat dengan mengakses sumber daya yang 
diperlukan. 
 
Tengah (Achmad Aminudin, Nursanty, 
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TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 
 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi LKD yang ada di Sunda 
Kelapa kemudian menjelaskan peranannya sebagai mitra pemerintah desa dalam 
pembangunan desa yang dilihat dari pelaksanaan tugas LKD sebagaimana tercantum 
dalam Permendagri Nomor 18 tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan 
Lembaga Adat Desa, yaitu: pertama, melakukan pemberdayaan masyarakat desa, kedua, 
ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dengan mengusulkan 
program dan kegiatan kepada pemerintah desa, dan ketiga, meningkatkan pelayanan 
masyarakat desa. 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi, potensi, dan 
permasalahan yang dialami oleh LKD di Desa Sunda Kelapa sehingga dapat bermanfaat 
bagi Pemerintah Desa Sunda Kelapa untuk lebih mengenali dan mengembangkan LKD 
tersebut. Dengan demikian LKD akan semakin berperan dan dapat bersama pemerintah 






Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. 
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sunda Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dengan 
sasaran penelitiannya adalah pengurus lembaga-lembaga kemasyarakatan desa yang ada di 
desa tersebut. Data yang diperoleh dari pengurus lembaga kemasyarakatan diklarifkasikan 
kebenarannya kepada perangkat desa dan atau masyarakat desa, atau disebut dengan 
triangulasi sumber. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tehnik observasi, wawancara, 
dan studi dokumentasi berupa laporan-laporan penelitian terdahulu, laporan kegiatan, profil 
desa dan lembaga kemasyarakatan desa, dan dokumen-dokumen lain yang tersedia yang 
relevan dengan peranan LKD. Data yang dikumpulkan adalah data terkait dengan 
keberadaan lembaga kemasyarakatan desa yang ada di Desa Sunda Kelapa dan peranannya 
sebagai mitra pemerintah desa dalam pembangunan desa. Konsep peranan yang digunakan 
dalam penelitian ini mengacu pada Permendagri Nomor 18 tahun 2018 Tentang Lembaga 
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dimana peranan dilihat pelaksanan tugas 
LKD sebagai berikut: 
1. Melakukan pemberdayaan masyarakat desa 
 
2. Keikutsertaan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dengan 
mengusulkan program dan kegiatan kepada pemerintah desa 
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat Desa 
 
Penelitian ini menggunakan indikator peranan sebagaimana disebutkan di atas. 
Peranan LKD dilihat dari pelaksanaan tugasnya sebagaimana yang diamanatkan dalam 
Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga 
Adat Desa. LKD dikatakan berperan apabila telah melaksanakan tugasnya sebagaimana 
mestinya. 
Data yang terhimpun dianalisis dengan menggunakan tehnik analisis interaktif 
menurut Miles dan Huberman. Dimana proses analisis melalui tahapan pengumpulan data, 
penyajian data, analisis data, dan pengambilan kesimpulan. Tahapan penelitian 
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dapat kembali lagi pada tahap pengumpulan dan penyajian data jika ditemukan kendala 
pada tahapan analisis data. 
Hasil penelitian akan dipublikasikan pada jurnal ilmiah, dimana penyusunan draft 
artikel jurnalnya dilakukan bersamaan atau setelah penyusunan laporan akhir penelitian. 
Adapun alternatif jurnal yang akan dituju adalah: 
2. Jurnal Mimbar, https://journals.unihaz.ac.id/index.php/mimbar 
 
3. Jurnal Profesional, https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof 
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BAB V 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
5.1 Gambaran Umum Desa Sunda Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah 
 
1. Kondisi Demografi 
 
Desa Sunda Kelapa terletak di dalam wilayah Kecamatan Pondok Kelapa 
Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu yang berbatasan dengan : 
 Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Abusakim Kecamatan Pondok Kelapa 
 Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok 
Kelapa. 
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok 
Kelapa 
 Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Limau. 
Luas wilayah Desa Sunda Kelapa adalah ± 37.703   Ha dimana 60 % berupa 
daratan yang bertopografi berbukit-bukit, dan 40 % Tanah Rawa dimanfaatkan 
sebagai lahan perkebunan Kelapa Sawit. 
Iklim Desa Sunda Kelapa, sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Indonesia 
mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh 
langsung terhadap perkembangan hasil panen pada lahan perkebunan yang ada di 
Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa. 
2. Keadaan Sosial 
 
Penduduk Desa Sunda Kelapa berasal dari berbagai daerah yang berbeda-
beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari Provinsi Jawa 
Tengah, Jawa Barat, Bali, DKI Jakarta, Jawa Timur , Bengkulu Selatan, Sulawesi, dan 
Madura. Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan 
kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Sunda 
Kelapa dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan 
antar kelompok masyarakat. 
Desa Sunda Kelapa mempunyai jumlah penduduk 1.118 jiwa, yang terdiri dari 
laki-laki : 556 jiwa, perempuan : 552 orang dan 330 KK, yang terbagi dalam 3 (tiga) 
wilayah dusun, dengan rincian sebagai berikut : 
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Tabel 5.1 Jumlah Kepala Keluarga 
 
DUSUN I 
KK Laki-laki 116 
KK Perempuan 12 
DUSUN II 
KK Laki-laki 130 
KK Perempuan 16 
DUSUN III 
KK Laki-laki 97 
KK Perempuan 4 
 
Tabel 5.2 Jumlah Penduduk 
 
 
Tabel 5.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sunda Kelapa 
 
 
Tabel 5.4 Sarana dan Prasarana Desa 
 
 
Pemerintah Desa Sunda Kelapa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi 
Pelayanan Umum, Kasi Kesejahteraan Sosial, Kasi Pemerintahan, Kaur Perencanaan, Kaur 
Keuangan, Kadun I, Kadun II, Kadun III, dan BPD yang berjumlah 5 (lima) orang. Jadi 
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5.2 Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Sunda Kelapa 
 
Regulasi terkait LKD diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
Tentang Desa dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan 
Desa dan Lembaga Adat Desa. Jenis-jenis LKD yang dibentuk berdasarkan Permendagri 
dan dapat dibentuk berdasarkan Perda adalah RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu, 
dan LPM. 
Setiap LKD memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Secara umum, tugas dan 
fungsi LKD dijelaskan dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga 
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Sebagaimana dikutip oleh Soemantri 
(2011), yang menjabarkan tugas LKD: menyusun rencana pembangunan secara partisipatif; 
melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan 
pembangunan secara partisipatif; menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong 
royong, dan swadaya masyarakat; menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat 
dalam rangka pemberdayaan masyarakat. 
Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Sunda Kelapa Kecamatan 
Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah antara lain sebagai berikut : 




Terdapat 5 (lima) LKD di desa Sunda Kelapa, yang pertama yaitu PKK yang 
mana mempunyai tugas untuk memberdayakan perempuan-perempuan yang ada di desa. 
Kegiatan lembaga PKK ini meliputi kegiatan dibidang pendidikan contohnya seperti 
penyuluhan pentingnya pendidikan, dan sebagainya. Kemudian kegiatan dibidang 
kesehatan, contohnya seperti kegiatan posyandu, penyuluhan KB. Untuk di Desa Sunda 
Kelapa sendiri ketua lembaga PKK yaitu Ibu Mardianis. 
LKD kedua yaitu Lembaga Adat yang mana tugasnya yaitu untuk melestarikan 
dan melindungi budaya dan adat istiadat desa serta hubungan antara tokoh adat dengan 
No Nama Lembaga 
1 PKK 
2 Lembaga Adat 
3 Lansia 




Drs Sri Widodo 
Latifah 
Dewa Made Oke Sutawana 
Nining Setiawati 
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pemerintah desa dan kelurahan. Lembaga desa ini diketuai oleh Bapak Drs. Sri Widodo. 
Selanjutnya Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ketiga yang berada di Desa Sunda 
Kelapa yaitu Lansia, kegiatan yang dilakukan yaitu seperti pemeriksaan kesehatan gratis 
(tensi, kesehatan jantung), senam Lansia. Keempat yaitu Karang Taruna, lembaga ini 
mempunyai peranan untuk memberdayakan pemuda-pemudi yang ada untuk lebih 
produktif lagi dalam melakukan aktivitas. Kegiatan Karang Taruna meliputi mangadakan 
kegiatan kerja bakti, mengadakan kegiatan pengajian dan olahraga bersama, serta 
mengadakan lomba-lomba dihari besar (kemerdekaan, Ramadhan, hari pahlawan, dan 
lain sebagainya). Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terakhir ialah Posyandu. Lembaga 
ini pada dasarnya meliputi kegiatan dibidang kesehatan seperti imunisasi pada balita, 
pemantauan status gizi, dan cek kesehatan pada ibu hamil. 
LKD di Desa Sunda Kelapa, pada dasarnya mempunyai peranan yang sangat 
penting dalam kerberlangsungan kehidupan di desa. Lembaga-lembaga tersebut 
mengambil peranan yang hampir meliputi kegiatan kehidupan sehari-hari seperti kegiatan 
dibidang kesehatan, pendidikan, pemberdayaan manusianya hingga kegiatan dibidang 
olahraga. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa LKD, langsung mengambil peranan dan 
tidak bisa dipisahkan dari Desa. 
 
 
5.3 Peranan LKD di Desa Sunda Kelapa 
 
Lembaga-lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana telah dijelaskan di atas, 
dikatakan mempunyai peran yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan 
desa. Peranan tersebut akan diuraikan dalam tiga hal sesuai dengan tugas LKD yang 
tertuang dalam Permendagri, yaitu pertama melakukan pemberdayaan masyarakat desa, 
kedua keikutsertaan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dengan 
mengusulkan program dan kegiatan kepada pemerintah desa, dan ketiga meningkatkan 
pelayanan masyarakat desa. 
Peranan LKD dilihat dari pelaksanaan tugas-tugas tersebut oleh ketua dan 
anggota LKD yang bersangkutan dan diketahui oleh kepala desa. Pelaksanaan tugas-tugas 
tersebut tentunya tidak hanya melibatkan ketua dan anggota dari LKD saja, melainkan juga 
melibatkan masyarakat desa lainnya sebagai bagian dari sasaran pelaksanaan tugas atau 
kegiatan setiap LKD. 
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5.3.1 Melakukan pemberdayaan masyarakat desa 
 
1. PKK (Pemberdayaan Kesejahteran Keluarga) 
 
Lembaga PKK, menjadi salah satu lembaga yang ikut langsung terlibat dalam 
pembangunan desa. PKK melakukan berbagai kegiatan yang memberdayakan 
perempuan-perempuan di Desa Sunda Kelapa. Kegiatannya seperti melakukan 
penanaman tumbuhan toga atau biasa kita kenal dengan tumbuhan obat, dari hal ini 
nanti hasil dari tumbuhan obat ini akan dijual atau bisa digunakan sendiri, hal ini 
membuat perempuan yang ikut kegiatan PKK ini akan menghasilkan uang. Peneliti 
melakukan wawancara langsung kepada ketua PKK yaitu MD ia mengatakan PKK 
mempunyai peran untuk membantu pemerintah Desa dan Kelurahan dalam 
meningkatkan kesejahteraan lahir batin menuju terwujudnya keluarga yang 
berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri, dan harmonis serta mempunyai peran 
dalam menumbuhkembangkan potensi dan peran perempuan dalam meningkatkan 
pendapatan keluarga. Point pentingya ialah meningkatkan pendapatan keluarga dan 
menumbuhkembangkan potensi dari perempuan desa itu sendiri. Selanjutnya 
informan MD juga mengatakan kegiatan lainnya yaitu melakukan sosialisasi 
Keluarga Berencana (KB), pelatihan pengkaderan anggota PKK karna akan banyak 
kegiatan yang akan diwakilkan anggota PKK sunda kelapa maka dari itu dilakukan 
pelatihan anggota. Biasanya juga terdapat lomba kreatifitas dari PKK setiap desa 
yang dilakukan oleh kecamatan Pondok Kelapa. Dari kegiatan yang telah diuraikan 
diatas bisa dikatakan bahwa lembaga PKK telah melalakukan pemberdayaan 
perempuan yang berada di Desa Sunda Kelapa guna untuk menyongsong 
pembangunan desa. 
Hal ini dibenarkan oleh kepala desa Sunda Kelapa yaitu AL beliau mengatakan 
bahwa kegiatan PKK sangat mempunyai peranan penting dalam membantu 
pembangunan desa, karna PKK membuat para perempuan di Desa Sunda Kelapa 
yang sebelumnya hanya diam dirumah sekarang mempunyai aktivitas yang juga 
menghasilkan pendapatan untuk kesejahteraan keluarganya. Hal positif lainnya 
yaitu membuat para perempuan di desa Sunda kelapa lebih kreatif lagi karna 
mereka membuat berbagai produk yang waktu itu pernah dilombakan ditingkat 
kecamatan. Maka dari itu informan mengatakan bawasannya Lembaga PKK 
mempunyai perananan penting dalam pembangunan desa degan memberdayakan 
khususnya perempuan-perempuan yang ada di Desa Sunda Kelapa 
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2. Karang Taruna 
 
LKD lainnya yaitu Karang Taruna. Fokus dari pemberdayaan karang taruna adalah 
masyarakat yang dikategorikan remaja dan dewasa. Pemberdayaan yang dilakukan 
salah satunya ialah mengembangkan potensi dalam beorganisasi dan bekerjasama 
satu sama lain. Hal ini sangat penting karna dapat menumbuhkan sifat peduli satu 
sama lain dan juga dapat menumbuhkan pribadi yang lebih baik lagi dalam 
kehidupan bermasyarkatan. Menurut AL kepala desa Sunda Kelapa peran dari 
karang taruna sangat penting dalam pembangunan desa, karna sangat diperlukan 
sekali pemikiran-pemikiran yang lebih condong kearah modern dan mengkuti 
zaman. Karang taruna juga sering melakukan kegiatan-kegiatan positif yang mana 
hal ini dapat membuat para anggota karang taruna sendiri dapat mengembangkan 
potensi dirinya (jiwa kepemimpinan, kerjasama, dan lain sebagainya). Contohnya 
seperti kegiatan memperingati HUT Kemerdekaan, anggota karang taruna yang 
menjadi panitia secara tidak langsung akan menumbuhkan sifat kerjasama antara 
satu sama lain, sifat perduli satu sama lain, dan juga bisa menimbulkan jiwa 
kepemimpinan. Pemberdayaan semacam inilah yang akan bisa membantu 
pambagunan desa karna dapat ikut langsung terlibat dalam pambangunan desa. 
Hal senada juga disampaikan oleh ketua Karang Taruna yaitu DM ia menuturkan 
jika memang karang taruna sering melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat 
menumbuhkan potensi dari diri anggota karang taruna. Karna tidak tutup 
kemungkinan anggota karang taruna ini pada masa yang akan datang menjadi 
perangkat desa. Karang taruna desa Sunda Kelapa juga sering melakukan diskusi 
guna untuk memberikan masukan kepada perangkat desa tentang apa yang bisa 
dilakukan perangkat desa untuk pembangunan desa. DM juga menjelaskan anggota 
karang taruna aktif dalam memberikan masukan dan ikut terlibat langsung sebagai 
mitra pembangunan desa. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada 
warga desa untuk menanyakan bagaimana peranan pemuda-pemudi desa Sunda 
Kelapa sebagai mitra pembangunan, informannya yaitu FA ia mengatakan peranan 
pemuda-pemudi dalam pembangunan desa sangat baik karna mereka telah sering 
mengadakan kegiatan-kegiatan maka terlihat keterlibatan mereka yang memberi 
masukan dan ikut langsung dalam 
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pembagunan serta memberikan hal-hal yang baru sesuai dengan zaman sekarang. 
Banyak sekali hal-hal positif yang bisa dilihat dari anggota karang taruna 
3. Lembaga Adat 
 
Lembaga adat merupakan lembaga yang mempunyai tugas untuk menjaga 
kelestarian desa dan mengembangkan adat istiadat desa. Menurut AL sebagai 
kepala desa Sunda Kelapa peranan lembaga adat dalam pembangunan desa ialah 
dengan cara mengajakan masyarakat desa untuk ikut berpartsipasi dalam 
pembangunan desa. Hal ini dilakukan agar masyarakat tau akan hal apa saja yang 
sedang dilakukan oleh pemerintahan desa dan agar tidak terjadi kesalahpahaman 
dalam hal penggunaan dana desa. Salah satu warga didesa Sunda Kelapa yaitu AB 
juga mangatakan kalau lembaga adat ini sering mangajak masyarakat desa untuk 
ikut terlibat dalam pembangunan desa supaya tahu akan apa saja yang akan 
dilakukan oleh pemerintahan desa. 
Selain itu lembaga adat juga mempunyai peranan dalam menjaga keharmonisan 
perangkat desa. SW sebagai ketua lembaga adat menjelaskan kalau memang 
lembaga adat bertugas untuk mengaja keharmonisan perangkat desa dengan cara 
rutin melakukan pertemuan bersama perangkat desa guna untuk membahas 
pembangunan desa Sunda Kelapa. Apalagi pemerintahan desa sekarang sedang 
melakukan pembangunan desa dibidang infrastruktur, yang mana hal ini sangat 
riskan karna berhubungan dengan anggaran dana desa, hal inilah yang membuat 




Kegiatan lembaga ini langsung berkaitan dengan bidang kesehatan baik itu untuk 
balita, remaja bahkan lansia. Posyandu menjadi garda terdepan dalam hal 
pembangunan kesehatan masyarakat. Hal ini penting karena menjadi salah satu 
hal yang harus diperhatikan dalam menentukan langkah kedepan pembangunan 
desa. NS sebagai ketua Posyandu mengatakan kesehatan menjadi hal yang penting 
dalam proses pembangunan karna bukan hanya pembangunan desa saja yang perlu 
diperhatikan tapi juga pembangunan kesehatan juga harus diperhatikan. Kegiatan 
ini seperti imunisasi kepada anak, pengecekan kesehatan lansia, penyuluhan akan 
pentingnya menjaga kesehatan,dsb. Dalam menjalankan 
20  
peranannya NS dibantu oleh berberapa anggota yang berasal dari masyarakat 
desa Sunda Kelapa, anggota inilah yang diberdayakan supaya paham akan 
pentingnya menjaga kesehatan dan membantu kegiatan posyandu anak maupun 
lansia. 
Kepala desa Sunda Kelapa juga mengatkan hal yang sama kalau memang 
pembangunan kesehatan desa merupakan hal yang penting yang harus 
diperhatikan. Maka dari itu kegiatan posyandu ini dilakukan rutin setiap bulan baik 
itu posyandu anak maupun posyandu lansia. Anggota posyandu juga diberikan 
penyuluhan terlebih dahulu bersama anggota posyandu desa lainnya. Hal ini 
menguatkan bahwasannya pemerintah desa melakukan pemberdayaan masyarakat 
terkhusus yang menjadi anggota posyandu 
5. Lansia 
 
Pada dasarnya posyandu Lansia mempunyai berberapa tujuan yaitu Meningkatkan 
jangkauan pelayanan kesehatan lansia di masyarakat, sehingga terbentuk pelayanan 
kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan lansia, dan Mendekatkan pelayanan dan 
meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pelayanan kesehatan 
disamping meningkatkan komunikasi antara masyarakat usia lanjut. Masyarakat 
yang dikategorikan lansia adalah masyarakat yang berusia 60tahun keatas. Menurut 
LF sebagai ketua posyandu Lansia kegiatan-kegiatannya seperti rutin melakukan 
cek kesehatan gizi, cek kesehatan jantung, dan penyuluhan pentingnya menjaga 
kesehatan. Selanjutnya LF menjelaskan peranan Lansia dalam pembangunan desa 
ialah seperti memberikan masukan kepada pemerintahan desa dalam penentuan 
keputusan. 
Kepala desa Sunda Kelapa juga mengatatkan peranan lansia dalam pembangunan 
desa ialah dengan cara memberikan masukan dan pertimbangan bagi pemerintahan 
desa tentang hal apa yang harus diutamakan dalam pembangunan desa. Dalam hal 
pemberdayaan kelompok lansia ini juga masih tergabung dalam kelompok tani dan 
sering melakukan pertemuan guna untuk membahas hasil panen di desa Sunda 
Kelapa. 
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5.3.2 Keikutsertaan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan, 
dengan Mengusulkan Program dan Kegiatan Kepada Pemerintah Desa 
1. PKK (Pembedayaan Kesejahteran Keluarga) 
 
Dalam aspek keikutsertaan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 
dengan mengusulkan program kepada pemerintah desa, kelompok PKK dalam hal 
ini ikut langsung terlibat dari proses perencanaan hingga tahap penyelesain. Hal ini 
dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan yang 
berinsial AL selaku kepala desa Sunda Kelapa, beliau mengatakan kalau memang 
PKK sangat berperan aktif dalam proses pembangunan desa. Hal ini dibuktikan 
dengan memberikan saran dan kritik sebagai pertimbangan dari sudut pandang 
perempuan. PKK juga selalu hadir dalam proses diskusi yang dilakukan bersama-
sama dengan masyarkat desa Sunda Kelapa. LKD PKK juga mengusulkan program 
pembuatan lahan untuk tanaman toga (tumbuhan obat) yang mana program ini 
bertujuan untuk membuat perempuan-perempuan di desa Sunda Kelapa lebih 
produkitf lagi dan dapat menghasilkan pendapatan yang bisa menunjang 
kesejahteraan. Hal lainnya yang dikatakan oleh anggota PKK, lahan ini nanti bisa 
dialihfungsikan untuk menanam bibit lainnya seperti kebutuhan dapur. Maka dari 
itu pemerintah desa menyetujui untuk memberikan lahan untuk tanaman toga 
dengan pertimbangan untuk kegiatan perempuan-perempuan desa supaya 
mempunyai aktivitas daripada hanya berdiamdiri dirumah. 
Ketua PKK desa Sunda Kelapa juga mengatakan bahwa anggotanya sangat aktif 
untuk memberikan saran kepada perangkat desa guna untuk menjadi pertimbangan 
sebelum diputuskan. Anggota PKK juga ikut serta dalam proses pembangunan 
bukan hanya dari segi pemikiran tapi juga tenaga. Contohnya seperti ketika proses 
pembangunan drainase yang dilakukan bersama-sama oleh warga desa Sunda 
Kelapa, anggota PKK membantu dengan cara membuatkan makanan dan minuman 
untuk dikonsumsi oleh warga desa. 
2. Karang Taruna 
 
Dalam aspek keikutsertaan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 
dengan mengusulkan program kepada pemerintah desa, peranan Karang Taruna 
desa Sunda Kelapa sangat dirasakan karna Karang Taruna iktu terlibat dari proses 
perencanaan, pemberian masukan hingga tahan evaluasi dari pembangunan 
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tersebut. Ketua Karang Taruna desa Sunda Kelapa mengatakan kalau memang 
peran anak muda sangat diperlukan karna pikiran dan tenaga mereka masih sangat 
fresh. Anggota karang taruna selalu memberikan kritik dan saran serta pandangan 
mereka untuk pembangunan desa. Contohnya seperti pembangunan drainase desa, 
anggota karang taruna bukan hanya memberikan saran tetapi juga membantu proses 
pembangunan drainase yang dilakukan secara gotong royong. Semangat mereka 
inilah yang sangat dibutuhkan oleh sebuah desa dalam proses pembangunan desa. 
Ketua Karang Taruna juga menjelaskan kalau mereka pernah memberikan usulan 
program pembangunan yaitu pembangunan lapangan volley, usulan didasari dari 
kebutuhan masyarakat yang ingin berolahraga dan banyak dari mereka yang hobi 
bermain voly. Maka dari itu karang taruna mengusulkan dan memang terdapat 
lahan kosong, yang akhirnya lapangan voly tersebut sekarang bisa digunakan 
bersama-sama 
3. Lembaga Adat 
 
Dalam aspek keikutsertaan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 
dengan mengusulkan program kepada pemerintah desa, anggota lembaga adat 
berperan untuk menjaga keharmonisan dan mengurangi ketika terjadi perselisihan 
didalam proses pembangunan. Maka dari itu lembaga adat ikut serta dari tahap 
perencanaan hingga tahap evaluasi hasil pembangunan. Lembaga adat juga dapat 
memberikan saran dan mempuyai hak dalam pengambilan keputusan. Salah satu 
anggota lembaga adat yang berinisial ST, ia mengatakan posisi lembaga adat dalam 
proses keikutsertaan ini seperti menjadi penengah dan penasehat akan hal-hal yang 
terjadi didalam proses pembangunan. Karna anggota lembaga adat secara 
keseluruhan adalah masyarakat yang dituakan/dihormati oleh warga desa Sunda 
Kelapa, maka dari itu posisi lembaga adat berada diposisi untuk memberikan 
pandangan dan nasehat kepada perangkat desa dalam pengambilan keputusan. 
Kepala desa Sunda Kelapa juga mengatakan keikutsertaan lembaga adat ini 
menjadikan perangkat desa dalam pembangunan ini menjadi lebih hati-hati lagi 
dalam pengambilan keputusan. Peranan inilah yang dibutuhkan oleh perangkat 
desa, karna proses sebelum sampai keputusan banyak sekali pemikiran yang harus 
disatukan dan hal itulah yang menjadi sala satu dapat menimbulkan konflik, 




Dalam aspek keikutsertaan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 
dengan mengusulkan program kepada pemerintah desa, peranan LKD Posyandu 
dalam proses perencanaan pembangunan desa cukup aktif. Mereka lebih terfokus 
dan memberikan saran dibidang pembangunan kesehatan seperti mereka meminta 
sebuah ruangan untuk meletakan alat-alat posyandu. Kepala desa Sunda Kelapa 
(AL) mengatakan keikutsertaan anggota posyandu dalam proses perencaaan 
pembangunan desa memang kurang aktif itu mungkin karna memang anggotanya 
yang sedikit dan juga banyak yang memiliki pekerjaan yang mana membuat 
mereka hanya sekali-kali saja ikut dalam proses perencanaan. Didalam 
pembangunan kesehatan mereka memang rutin setiap bulannya melakukan 
kegiatan yang mana mereka meminta untuk difasilitasi. 
Data diperkuat dengan hasil wawancara bersama Ketua posyandu (NS) ia 
mengatakan alasan mereka kurang aktif dalam proses pembangunan infrasturkur 
desa karna anggotanya memiliki kesibukan masing-masing, hal inilah yang 
membuat mereka kurang aktif dalam keikutsertaan proses perencanaan hingga 
tahap evaluasi pembangunan desa 
5. Lansia 
 
Dalam aspek keikutsertaan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 
dengan mengusulkan program kepada pemerintah desa, peranan lansia didesa 
Sunda Kelapa memang kurang ikut serta,namun hal ini memang terjadi disetiap 
desa karna faktor usia. Faktor usia menjadi salah satu alasan yang paling kuat karna 
memang usia mereka tidak produktif lagi untuk ikut langsung kedalam proses 
pembangunan desa. Salah satu Lansia yang berada didesa Sunda Kelapa yaitu SW 
mengatakan kalau memang para lansia kurang ikut langsung dalam proses diskusi 
dan pemberian saran. Palingan hanya satu atau dua lansia saja yang terkadang ikut 
dalam proses perencanaan. SW mengatakan masyarakat yang kategorinya lansia 
sebagian besar hanya tinggal menikmati pembagunan yang dilakukan. Kepala desa 
Sunda Kelapa (AL) juga membenarkan hal yang disampaikan SW, beliau 
mengatkan kalau memang kelompok lansia tidak dituntut untuk ikut langsung 
terlibat dalam proses perencanaan dan pengusulan 
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program. Karna meamng faktor usia yang tidak produktif lagi yang membuat 
mereka kurang terlibat dalam pembangunan. 
 
5.3.3 Meningkatkan pelayanan masyarakat desa 
 
1. PKK (Pembedayaan Kesejahteran Keluarga) 
 
Dalam aspek Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Desa, peranan lembaga PKK 
dalam pemberian pelayanan masyarakat desa terletak pada kegiatan-kegiatan yang 
mereka lakukan yang mana dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat desa Sunda 
kelapa. Kegiatan yang mereka lakukan salah satunya seperti yang disampaikan oleh 
ketua PKK yaitu MD yaitu kegiatan penanaman toga (tanaman obat), tanaman obat 
keluarga (TOGA) ini dapat dimanfaatkan oleh warga desa sunda kelapa sendiri 
ketika mereka membutuhkan obat-obatan alami. 
Menurut peneliti hal inilah yang membuat PKK cukup berhasil dalam 
meningkatkan pelayanan masyarakat desa 
2. Karang Taruna 
 
Dalam aspek Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Desa, seperti yang telah 
dijelaskan sebelumnya diaspek pengusulan program hal itu masih berkaitan dengan 
aspek kali ini. Karna ketika program tersebut telah berjalan dan dinikmati oleh 
masyarakat desa maka itu bisa dikatkan telah memberikan pelayanan kepada 
masyarakat desa. DM selaku ketua karang taruna mengatakan jika pembangunan 
voly itu sangat berguna sekali sampai dengan sekarang karna banyak sekali 
peminat untuk ikut bermain. Hal ini lah yang menurut DM menjadi bentuk 
pelayanan yang diberikan oleh LKD karang taruna karna program yang diusulkan 
memang sangat berguna. Selanjutnya peneliti memperkuat data dengan 
mewawancarai salah satu warga yang sering bermain voly yaitu ND ia mengatakan 
setelah lapangan voly dibangun banyak sisi positif yang bisa dirasakan contohnya 
seperti kedekatan antar warga desa. 
Dari penjelasan diatas peneliti menarik kesimpulan kalau LDK Karang taruna telah 
berhasil memberikan pelayanan kepada masyarakat desa. 
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3. Lembaga Adat 
 
Dalam aspek Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Desa, peranan lembaga adat 
dalam memberikan pelayanan ialah terletak pada memberikan saran-saran kepada 
masyarakat dalam berlangsungnya kehidupan bermasyarakat. Ketua lembaga adat 
mengatakan dalam hal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pada 
dasarnya bukan tupoksi dari lembaga adat itu lebih kearah perangkat desa. Hanya 
saja karna anggota lembaga adat adalah orang-orang yang dituakan/dihormati 
pelayanan yang diberikan hanya sebatas memberikan masukan ketika terdapat 
peramsalahan yang memang cukup besar. Contohnya seperti jika terdapat 
perselisihan antar warga yang cukup besar dan perangkat desa tidak bisa 
mengatasinya baru lembaga adat akan membantu perangkat desa untuk mencari 
solusi untuk menyelesaikan masalahnya 
4. Posyandu 
 
Dalam aspek Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Desa, peranan LKD Posyandu 
dalam mmberikan pelayanan kepada masyarakat desa terletak pada pelayanan 
kesehatan. Pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah pelayanan kesehatan 
kepada balita, remaja dan lansia. 
Menurut Kepala desa Sunda Kelapa (AL), pelayanan yang diberikan oleh posyandu 
sampai dengan sekarang sangat baik, hal itu dibuktikan dengan tanggapan 
masyarakat yang puas akan pelayanan yang diberikan oleh pihak posyandu. 
Kelengkapan alat dan kerutinan pengecekan kesehatan menjadi salah satu faktor 
yang membuat masyarakat merasa pelayanan yang diberikan sudah sangat baik dan 
membuat posyandu berhasil melayani masyarakat desa khusus dibidang kesehatan. 
5. Lansia 
 
Dalam aspek Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Desa, peranan LKD Lansia 
hanya terfokus pada masyarakat yang telah lanjut usia. LKD lansia melakukan 
pelayanan dibidang kesehatan. Dilakukan pengecekan kesehatan yang diwadahi 
oleh posyandu lansia. Kepala desa Sunda Kelapa (AL) mengatakan dalam 
meningkatkan pelayanan masyarakat untuk pembangunan desa hanya terfokus 
kepada pelayanan kesehatan untuk para lansia. Karna jika pelayanan kesehatan 
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lansia diperhatikan dan telah terlaksanan dengan baik maka itu merupakan salah 
satu faktor pembangunan desa yang berhasil. 
Salah satu masyarakat lansia juga mengapresiasi tugas perangkat desa yang 
memang memberikan pelayanan kesehatan untuk para lansia. Pengecekan 
kesehatan dilakukan secara rutin dimulai dari pengecekan jantung, gizi makanan, 
dsb yang notabane nya dilingkup kesehatan. 
Dari penjelasan diatas penulis sepakat jika memang pelayanan kesehatan 
diperhatikan dan diberi pelayanan yang baik maka itu menjadi salah satu faktor 





Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa LKD sebagai mitra 
pembangunan desa di Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten 
Bengkulu tengah bisa dikatakan telah berhasil/berperan. Pelaksanaan tugas LKD sebagai 
mitra pembangunan telah berjalan sesuai dengan yang dikehendaki. Hal ini dibuktikan 
dengan adanya kesamaan informasi yang diperoleh dari LKD, perangkat desa, dan 
masyarakat. Hal ini mengindikasikan kegiatan memang telah menyentuh masyarakat desa 
secara umum dan memberikan manfaat dan atau dampak bagi tingkat kehidupan atau 
kesejahteraan masyarakat desa. 
LKD telah melakukan perannya dalam hal pemberdayaan masyarakat desa, dengan 
mendorong masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Dimulai dari 
Lembaga PKK yang melakukan pemberdayaan anggotanya untuk lebih produkitf lagi dan 
memiliki aktivitas tidak hanya diam di rumah saja. Contohnya seperti kegiatan penanaman 
tanaman Toga yang mana dari kegiatan ini membuat para anggota PKK jadi memiliki 
aktivitas dan hasil tanaman Toga juga dapat bermanfaat dalam menjaga kesehatan anggota 
keluarga. Selain itu, PKK juga melakukan kegiatan pelatihan pengkaderan anggota PKK 
yang mana fungsinya untuk menambah wawasan dan mengeluarkan potensi yang ada 
didalam dirinya. Kemudian, lembaga adat. Lembaga adat menjadi bagian dalam 
masyarakat yang disegani dan dihormati, sehingga masyarakat akan mendengarkan apa 
yang disampaikan oleh ketua lembaga adat. Lembaga adat tidak hanya berperan menjadi 
pemersatu masyarakat dari aspek adat budaya saja, tetapi juga memasukkan norma-norma 
tersebut dalam setiap kegiatan yang 
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dilaksanakan di desa. Lembaga adat juga selalu mendorong dan mengajak masyarakat 
untuk ikut langsung terlibat dalam proses pembangunan desa dalam bentuk dan sekecil 
apapun keikutsertaannya. Sama halnya dengan kelompok lansia, dimana lembaga ini 
berfokus kepada pembangunan kesehatan masyarakat lanjut usia. Pemberdayaan yang 
dilakukan oleh adalah pemberdayaan kesehatan kepada lansia untuk hidup lebih sehat lagi, 
meskipun sudah usia tidak produktif lagi tetapi dapat memperpanjang usia harapan hidup. 
Karang taruna, pemberdayaan yang dilakukan berfokus pada pemuda-pemudi. Kegiatan-
kegiatan yang dilakukan inilah yang membuat mereka dapat menimbulkan sifat kerjasama 
dan jiwa kepemimpinan. Hal ini juga menjadi salah satu bentuk pengkaderan karena kaum 
pemuda ini lah yang nantinya akan meneruskan mengurus desanya. Pengalaman dalam kegiatan-
kegiatan dan kesulitan yang dihadapi dapat dijadikan guru yang berharga sehingga pada saat 
menjadi pemimpin akan lebih bijaksana. 
Proses pembangunan desa yang meliputi beberapa tahapan dimulai dari 
perencanaan hingga evalusi, membutuhkan partisipasi semua lapisan masyarakat desa. 
Semua lapisan masyarakat diharapkan ikut serta menyumbangkan gagasan mereka terkait 
apa yang harus dilakukan dalam rangka membangun desa. Hal ini sangat penting, karena 
pembangunan desa merupakan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Pemahaman ini harus 
dimiliki oleh setiap masyarakat desa sehingga akan memunculkan rasa memiliki dan 
melakukan semua kegiatan dengan sukarela. Masyarakat yang paling tahu apa yang 
dibutuhkan, bagaimana cara memenuhinya sehingga dapat memberikan manfaat berupa 
penyelesaian permasalahan atau peningkatan kondisi yang sudah ada. Sumbang saran ini 
disampaikan dalam proses perecanaan pembangunan desa yang penetapannya bersamaan 
dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan atau penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Proses perencanaan dimulai dengan 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). 
Dalam proses tersebut terdapat 2 (dua) LKD yang kurang keikutsertaannya 
dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yaitu Posyandu dan Lansia. Hal ini 
dapat dimaklumi dikarenakan yang pertama yaitu Lansia karna usia mereka yang tidak 
produktif lagi yang menyebabkan mereka kurang aktif lagi untuk ikutserta dalam proses 
perencanaan, demikian halnya Posyandu mereka kurang aktif karna anggotanya yang 
sedikit dan anggotanya juga yang memiliki pekerjaan masing-masing. Untuk LKD yang 
lainnya sangat berperan penting dalam proses perencanaan hingga tahap evaluasi. Seperti 
karang taruna yang ikut dari tahap perencaaan hingga memberikan usulan program yaitu 
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pembuatan lapanga voli yang bisa dirasakan dampak pembagunannya. Kemudian untuk 
lembaga PKK sendiri mereka ikut aktif dalam memberikan saran dan memberikan 
pandangan mereka. Dan yang terakhir yaitu Lembaga Adat, lembaga ini bertugas untuk 
menjaga keharmonisan dan meminimalisir konflik yang terjadi dari proses pembangunan. 
Maka dari itu lembaga adat harus mengikuti proses perencanaan dari tahap awal hingga 
evaluasi pembangunan. 
Peranan LKD dalam meningkatkan pelayanan masyarakat desa juga dapat 
dibilang berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan lembaga-lembaga yang ada 
melakukan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang kegiatan masing-masing 
lembaga. Pelayanan yang diberikan juga selalu mengalami penyesuaian dengan 
perkembangan lingkungan dan kebutuhan masyarakat desa. Seperti halnya yang dilakukan 
oleh PKK, kegiatan PKK tidak hanya dilakukan oleh kaum ibu atau wanita di desa, terapi 
dapat dilakukan oleh semua anggota keluarga dan manfaatnyapun juga dapat dirasakan 
oleh seluruh anggota keluarga seperti kegiatan pembuatan Toga di halaman rumah. PKK 
tidak hanya menghimbau untuk membuat Toga tetapi juga memberikan bantuan bibit 
tanaman secara gratis, dengan demikian tidak ada alasan bagi setiap keluarga tidak 
membuat toga dengan alasan keterbatasan modal atau tidak punya bibit tanaman obat. 
Setelah itu mengenai Lembaga Adat, bentuk pelayanan masyarakat desa yang diberikan 
terletak jika terdapat konflik yang cukup besar yaitu seperti terjadi perselisihan antar warga 
yang tidak bisa diselesaikan oleh perangkat desa, maka lembaga adat mempunyai tugas 
untuk membantu menyelesaikan permasalahan. Kemudian karang taruna, dengan 
direalisasikannya usulan program pembangunan lapangan voli, tidak hanya memberikan 
manfaat bagi kaum pemuda saja tetapi seluruh masyarakat desa. Selain sebagai fasilitas 
olahraga yang dapat menjaga kesehatan, juga dapat mempererat silaturahmi dan 
mengurangi ketegangan atau perselihan antara tetangga sehingga iklim pergaulannya 
menjadi sehat dan tentunya akan terbawa sampai pada saat melakukan kegiatan-kegiatan 
lainnya. Posyandu dan Lansia, pelayanan ini berfokus pada pelayanan kesehatan yang 
diberikan untuk masyarakat desa Sunda Kelapa. Tanggapan yang baik dan cukup puas 
dari segi pelayanan inilah yang membuat pelayanan kesehatan di desa Sunda Kelapa bisa 
dikatakan telah berjalan dengan baik. 
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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 Kesimpulan 
 
Peranan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kemasayarakat desa di Desa 
Sunda Kelapa sebagai mitra pembangunan desa bisa dikatakan telah berjalan dengan 
semestinya. Karena hampir seluruh Lembaga Kemasyarakatan Desa berperan aktif dalam 
proses pembangunan desa dengan cara yang sesuai dengan bidang kegiatan lembaganya 
masing-masing. Dengan semua LKD bersama bergerak melakukan tugasnya masing-
masing menjadi pendukung dan atau bagian dalam kegiatan pembangunan desa. Hal ini 
dilihat dari pelaksanaan 3 (tugas) LKD yang sudah berjalan sebagaimana mestinya, 
lembaga-lembaga kemasyarakatan desa di Desa Sunda Kelapa sudah berperan dalam hal 
pemberdayaan masyarakat dimulai dari anggota lembaga terkait dan atau masyarakat desa 
secara umum, ikutserta desa dalam proses perencanaan pembangunan desa dengan 
memberikan sumbangan gagasan kegiatan yang akan dilakukan dan dapat memberikan 
manfaat bagi masyarakat desa secara umum, dan dalam hal pemberian pelayanan kepada 
masyarakat, masing-masing lembaga telah menjalankan perannya dalam memberikan 
layanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya dengan baik. Kebutuhan 
masyarakat dapat dipenuhi melalui lembaga-lembaga ini sehingga sangat membantu bagi 
pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa. 
Dengan demikian, desa menjadi maju dan mandiri tidak lagi digerakkan oleh 
peraturan tetapi sudah menjadi kesadaran masyarakat yang bukan hanya sebagai sasaran 
pembangunan tetapi juga pelaksana pembangunan itu sendiri. Hal ini dalam konsep teori 
pembangunan disebut dengan people centered development, participatory, empowering, 
and sustainable dan konsep ini juga yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 Tentang Desa dimana pembangunan dimulai dari desa dengan tujuan membangun 




Kegiatan pembangunan yang dilakukan di desa sejauh ini belum banyak dalam 
bentuk pembangunan infrastruktur melainkan pada program-program pemberdayaan 
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masyarakat dalam bidang sosial dan ekonomi sehingga disarankan untuk mengarahkan 
pembagunan infrastruktur yang dapat mempermudah akses masyarakat dalam memenuhi 
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